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Abstract:  This study aims to (1) find out how the public understands the relationship between 
Uang Panai; (2) the social status of Bugis-Makassar women and the community's 
understanding of the nominal Uang Panai towards the social status of Bugis-Makassar women 
in Tamalate District, Makassar City. This research is using a type of qualitative research using 
a communication approach and a social approach and data collection methods are carried out 
through interviews, as well as documentation. Data analysis was done through data reduction, 
presentation, comparative analysis, and concluding. The results of this study indicate that: (1) 
Public understanding of Uang Panai is very important because it is a legal requirement in the 
marriage tradition within the Makassar Bugis tribe and also as a measure of one's social status. 
(2) Community attitudes regarding Uang Panai and the Social Status of the Bugis-Makassarese 
Community. In marriage in the Tamalate Village, Makassar City, a cognitive process occurs 
that is influenced by experience or culture that has been born for generations based on 
agreements developed by the social construct of the community. (3) In Kecamatan Tamalate, 
most of the people still adhere to patriarchal views. (4) Many people in the Tamalate sub-
district, Makassar City, are reluctant to mention the nominal amount of Uang Panai and think 
that it is related to the principle of family consensus deliberation to determine the amount of 
Uang Panai. 

Keywords: Public Perceptions,Uang Panai 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat 
mengenai hubungan uang panai; (2) status sosial perempuan Bugis-Makassar dan pemahaman 
masyarakat terkait nominal uang panai terhadap status sosial perempuan Bugis-Makassar di 
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan komunikasi serta pendekatan sosial dan metode 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan juga dokumentasi. Analisis data yang 
dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pemahaman masyarakat terhadap uang 
panai sangat penting karana merupakan salah satu syarat sah dalam tradisi pernikahan dalam 
suku bugis makassar dan juga sebagai tolak ukur status sosial seseorang. (2) Sikap masyarakat 
mengenai Uang Panai dan Status Sosial Masyarakat Bugis–Makassar Dalam Perkawinan di 
Kelurahan Tamalate Kota Makassar terjadi suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh 
pengalaman atau budaya yang telah lahir secara turun temurun berdasarkan kesepakatan yang 
dimangun oleh konstruk social masyarakat. (3) Di Kecamatan Tamalate, masyarakat masih 
sebagian besar masih menganut paham patriarki. (4) Jumlah nominal uang panai, masyarakat di 
kecamatan Tamalate, Kota Makassar, banyak yang enggan menyebut nominal uang panai, dan 
berpendapat terkait asas musyawarah mufakat keluarga untuk menentukan besaran uang panai. 
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PENDAHULUAN 

 Perkawinan adalah salah satu 
momentum yang paling penting dalam 
kehiduapan manusia yang menjalaninya. 
Karena dengan adanya perkawinan ini, 
pihak pengantin dapat membina rumah 
tangga bersama dan mendapatkan 
keturunan. Namun, perkawinan tidak 
hanya sebuah prosesi mengikat antara 
sepasang laki laki dan perampuan tapi 
juga mengikat keluarga pihak mempelai 
laki-laki dan mempelai perempuan. 
Hadikusuma mengatakan bahwa “Ter-
jadinya perkawinan berarti berlakunya 
ikatan kekerabatan untuk dapat saling 
membantu dan menunjang hubungan 
kekerabatan yang rukun dan damai” 
1Karena adanya penyatuan dua pihak 
keluarga ini menjadi sangat kompleks, 
yang disebabkan dengan berbagai 
macam factor.  
 Salah satu perkawinan yang 
sangat kompleks di Indonesia adalah 
perkawinan adat. Hal yang menyebabkan 
perkawinan adat sangat terlihat kom-
pleks, adalah karena banyaknya tahapan 
yang harus dilalui oleh pihak mempelai 
hingga ke tahapan perkawinan, hingga 
perkawinan tersebut dianggap sah oleh 
kedua pihak keluarga mempelai.  
 Suku Bugis-Makassar merupakan 
salah satu masyarakat yang masih 
berpegagang teguh pada adat dalam 
melaksanakan perkawainan. Perkawinan 
pada suku Bugis-Makassar semakin 
adanya siri’ yang menjadi pegangan 
hidup oleh suku Bugis-Makassar juga 
menjadi salah satu penyebabnya. Ada 
dua makna dari siri’, yang pertama yaitu 
siri’ bermakna harga diri, dan yang 
kedua siri’ sebagai keteguhan hati2. Dari 
banyaknya syarat serta tahapan per-
kawinan yang harus dilalui, syarat uang 
panai’/dui menre selalu bersinggungan 
dengan siri’ sebuah keluarga, Karena 

                                                 
1
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan 

Adat (Bandung: Alumni, 1963). 
2
Mattulada, Sketsa Pemikiran Tentang 

Kebudayaan, Kemanusiaan, Dan Lingkungan Hidup 
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penentuan besaran uang panai yang akan 
diberikan berdasarkan status sosial 
keluarga perempuan. Semakin tinggi 
status sosial, jenjang pendidikan sang 
perempuan maka semakin tinggi pula 
uang panai yang akan dipatok oleh 
keluarga perempuan.  
 Uang panai’ atau doe manre’   itu 
sendiri adalah bayaran yang harus 
dipenuhi oleh pihak laki lakai  kepada 
keluarga pihak perempuan, yang 
fungsinya digunakan untuk membiayasi 
segala kebutuhan prosesi uang panai’ 
tersebut  akan ditentukan oleh pihak 
perempuan.3  
 Biasanya uang panai ini di artikan 
keliru karena di anggap sama halnya 
dnegan mahar namun berbeda. posisis 
uang panai sebagai uang adat yanang 
merupakan syart sahnya perkawianan 
sesuai dengan jumlah yang di tetapkan 
dan di sepakati oleh kedua belah pihak 
dari keluarga calon mempelai. Selain 
uang panai syarat untuk meminang juga 
akan di perberat pabilah dari keluarga 
pihak perempuan meminta sompa 
berupa tanah, sawah, atau kebun  serta 
erang erang atau seserahan yang berupa 
perhiasan  dalam resepsi pernikhan   
 Proses pembayaran uang panaI’ 
dilakukan pada saat di terimanya 
lamaran oleh pihak perempuan atau 
stelah ditentukannya hari perkawinan 
atau pada saat di tahapan appanai/hari 
penyerahan uang belanja serta pada saat 
berlangsungnya akad nikah.  
 Namun jika melihat kenyataannya 
makna uang panai’ telah bergeser dari 
apa yang sebenarnya, kini uang panai’ 
dinilai sebagai ajang adu gengsi untuk 
mempertontonkan sifat kesombongan, 
sehingga tidak jarang untuk memenuhi 
kebtuhan tersebut laki laki sebagai pihak 
yang wajib memenuhi syarat membayar 
uang panai harus berhutang. Jika 
apabilah syarat membayar uang panai 
tidak dapat di sanggupi itu akan 
dianngap sebagai aib atau malu atau 
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yang biasa di kenal dengan  siri’ (pera-
saan direndahkan/dipermalukan).4 Tak 
jarang pula uang panai’ dijadikan 
pengalihan untuk penolakan kepada 
pihak laki-laki jika laki-laki tersebut 
tidak mendapat  restu dari prang tua si 
perempuan ini dilakukan dengan cara  
mamatok nominal uang panai setinggi 
tingginya sehingga mereka memanggap 
bahwa pihak laki-laki yang punya tujuan 
untuk meminang tersebut tidak mampu 
menyanggupi nya.   
 Fungsi uang panai’ yang diberikan 
secara ekonomis membawa pergeseran 
kekayaan karena uang panai’ yang 
diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara 
sosial wanita mempunyai kedudukan 
yang tinggi dan dihormati. Secara 
keseluruhan uang panai’ merupakan 
hadiah yang diberikan calon mempelai 
laki-laki kepada calon istrinya untuk 
memenuhi keperluan pernikahan.  
 Peneliti berharap bahwa dengan 
tingginya uang Panai’ mampu menda-
tangkan beberapa manfaat karena dapat 
memotivasi kepada para pemuda untuk 
bekerja keras dalam mempersiapkan 
perkawinan. Selain itu, ada juga angga-
pan bahwa semakin tinggi uang panai’ 
dapat mengurangi tingkat perceraian 
dalam rumah tangga, karena suami akan 
berfikir dua kali untuk menikah lagi 
karena pertimbangan jumlah uang panai’ 
yang sangat besar. Namun tentu saja kita 
harus tetap melihat realitasnya.  
 Tinnginya status sosial seorang 
Wanita pada suku bugis makassar 
semakin tinggi nominal uang panai yang  
akan di bebankan oleh laki laki, tak 
jarang banyak lamaran yang harus 
dibatalkan karena ketidak sepakatan 
anatara kedua belah pihak nominal uang 
panai senilai puluhan hinggah ratusan 
juta sudah mendaji hal yang wajar terjadi 
di Sulawesi selatan, terlebih jika calon 
mempelai yang akan di pinang berasal 
dari keluarga yang mempuunyai keturu-

                                                 
4
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Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan,” 

Jurnal Pena 3 (2017). 

nan darah biru yang mepunyai gelar 
seperti (karaeng,andi petta puang, 
opung) atau apabila  calon mempelai 
perempuan memiliki tingkat pendidikan 
yang tinggi maka semakin tinggi pula 
nominal uang panai yang akan di berikan 
kepada calon mempelai lakilaki  
 Pengambilan keputusan akan 
besarnya uang panai’ terkadang dipenga-
ruhi oleh keputusan keluarga perempuan 
(saudara ayah ataupun saudara ibu), 
karena besarnya uang panai’ yang ter-
kadang tidak mampu diberikan oleh 
calon mempelai laki-laki melakukan 
tindakan diluar dari tradisi Bugis-
Makassar yaitu silariang (kawin lari).  
 Oleh karena itu uang panai’ telah 
menimbulkan berbagai macam persepsi 
dalam masyarakat kecamatan tamale. 
Berdasrkan timbulnya berbagai macam 
persepsi di kalangan masyarakat Tama-
late peneliti akan melakukan penelitian 
yaitu “Persepsi Masyarakat Kecamatan 
Tamalate Terhadap Hubungan Uang 
Panai dengan Status Sosial Perempuan 
Bugis-Makassar Dalam Perkawinan.” 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah menggu-
nakan jenis penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif 
serta pendekatan sosial dan metode 
pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, dan juga dokumentasi. 
Analisis data yang dilakukan dengan 
reduksi data, penyajian data, analisis 
perbandingan, dan penarikan kesim-
pulan. Dalam penelitian ini mengguna-
kan sumber data primer yaitu data yang 
diperoleh langsung dari peneliti di 
lapangan yaitu dari masyarakat 
Kecamatan Tamalate, dengan 11 kelura-
han sebanyak 22 orang dengan perincian 
12 laki-laki dan 10 perempuan. Pengece-
kan keabsahan data dengan teknik 
triangulasi sumber data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Keadaan Geografis Kecamatan 
Tamalate 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu 
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan.  Kecamatan  Tamalate 
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Kecamatan Tamalate merupakan salah 
satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar 
yang berbatasan di sebelah utara dengan 
Kecamatan Mamajang. Kecamatan 
Tamalate pada tahun 2019 terdiri dari 11 
kelurahan dengan luas wilayah 20,21 
km2. 

2. Pemahaman Masyarakat Ke-
camatan Tamalate terhadap 
Hubungan Uang Panai dan 
Status Sosial Perempuan Bugis-
Makassar 

Dalam budaya masyarakat Bugis-
Makassar, uang panai adalah satu tradisi 
perkawinan dimana seorang pria hendak 
akan meminang wanita yang disukainya 
dengan memberikan uang yang telah 
ditentukan nilainya. Tradisi ini merupa-
kan hal yang wajib dilakukan bagi suku 
Bugis-Makassar karena sudah menjadi 
budaya yang sejak turun -temurun 
dilakukan.  

Hasil wawancara menunjukkan 
bahwa masyarakat Kecamatan Tamalate 
mengaku masih dilematis mengenai 
hubungan uang panai dan status sosial 
perempuan Bugis-Makassar dalam 
perkawinan. Di satu sisi uang panai 
mampu meringankan beban pihak 
perempuan, namun di sisi lain juga dapat 
memberatkan pihak laki-laki. Sebanyak 9 
narasumber yang mengatakan dilematis 
jika ditanya mengenai hubungan uang 
panai dan status sosial perempuan.  

3. Sikap masyarakat Kecamatan Tamalate 

Terkait Nominal Uang Panai Terhadap 

Status Sosial Perempuan Bugis-

Makassar 

Dalam tatanan masyarat Bugis-
Makassar, uang panai selalu disimbolkan 
dengan status sosial perempuan. Namun 
dari hasil penelitian yang dilakuakan, 
semakin berkembangnya zaman uang 
panai biasanya dijadikan trend dalam 
sebuah peristiwa untuk mengangkat 
martabat keluarga. Namun, semain 
berkembangnya zaman, justru status 
sosial tidak memengaruhi jumlah uang 
panai yang akan diberikan mempelai 
pria. Kesan bangsawan dan memiliki 

pekerjaan yang layak bagi perempuan 
tidak menjadi faktor utama bagi masya-
rakat yang ada di Kelurahan Tamangapa 
untuk menaikkan jumlah uang panai. 
Mereka yang memiliki status sosial 
rendah pun juga mendapat hak diberi 
uang panai tinggi berkat kehormatan diri 
yang dimilikinya dan mampu menjaga 
nama baik keluarga. 

Berdasarkan hasil wawancara 
dengan 22 narasumber di Kecamatan 
Tamalate, ditemukan bahwa sebanyak 9 
narasumber kontra atau tidak sepakat 
dengan hubungan jumlah nominal uang 
panai dengan status sosisal perempaun 
Bugis-Makassar dalam perkawinan.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan, penulis dapat menyim-
pulkan sebagai berikut: 
1. Pemahaman masyarakat terhadap 

uang panai sangat penting dalam 
suatu pernikahan. Tidak hanya seba-
gai syarat pernikahan yang sudah 
turun temurun, tetapi juga uang panai 
dipakai sebagai uang belanja pesta 
pernikahan. Dimana pesta pernikahan 
akan meningkatkan status sosial, 
gengsi sosial, dan juga kelancaran 
acara pernikahan. Tradisi uang panai 
dalam persepsi sebagian masyarakat 
menilai bahwa itu sebagai tolak ukur 
dari derajat suatau keluarga sehingga 
latar belakang keluarga, ketokohan, 
pendidikan dan juga ekonomi akan 
menjadi penentu besar tidaknya uang 
panai di Kecamatan Tamalate, Kota 
Makassar. 

2. Sikap masyarakat mengenai Uang 
Panai dan Status Sosial Masyarakat 
Bugis –Makassar Dalam Perkawinan 
di Kecamatan Tamalate Kota 
Makassar terjadi suatu proses kognitif 
yang dipengaruhi oleh pengalaman 
atau budaya yang telah lahir secara 
turun temurun berdasarkan kesepaka-
tan yang dimangun oleh konstruk 
social masyarakat. Jumlah nominal 
uang panai, masyarakat di Kecamatan 
Tamalate, Kota Makassar, banyak 
yang enggan menyebut  nominal  uang 
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panai, dan berpendapat terkait asas 
musyawarah mufakat keluarga untuk 
menetukan besaran uang panai.  
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